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MOTTO :  

 

 

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”  

 

      (QS. An-Nahl 97) 
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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM 

TRANSAKSI ONLINE 

 

Muhammad Farhan Fauzan 

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud agar mengetahui 

bagaimana gambaran perlindungan konsumen atas hak informasi dalam transaksi 

online dengan cara menganalisis perlindungan konsumen pada praktik nyatanya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah Perlindungan 

hukum bagi konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online?; 

Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha serta penyelesaian hukum atas 

pelanggaran hak informasi dalam jual beli online yang merugikan konsumen? 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data 

dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara, berdasarkan 

penelitian, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen atas hak 

informasi dalam jual beli online belum berjalan semestinya karena undang-undang 

perlindungan konsumen belum dapat diimplementasikan disebabkan pelaku usaha 

masih mengabaikan kewajiban, larangan serta hak-hak konsumen. Khususnya 

pada pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur. Hal ini disebabkan karena 

pelaku usaha semata-mata mencari keuntungan diri sendiri. Akibatnya konsumen 

kesulitan mendapatkan jaminan atas hak-hak konsumen. Tanggung jawab pelaku 

usaha atau penjual disini adalah melakukan ganti kerugian yang didasari pasal 19 

(1) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Upaya 

penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui gugatan 

ke pengadilan atau di luar pengadilan dengan cara yaitu pengaduan ke YLKI 

(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) atau pengajuan gugatan ke BPSK. 

 

Kata kunci: Perlindungan konsumen, Hak dan Informasi, Jual Beli Online  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Teknologi informasi yang semakin maju membuat perubahan kebiasaan 

dalam bertransaksi jual beli. Sebelumnya kebiasaan masyarakat bertransaksi 

dengan cara jual-beli secara langsung atau adanya pertemuan antara penjual dan 

pembeli. Sekarang transaksi itu menjadi transaksi online, tidak bertemunya 

penjual dan pembeli secara langsung namun melalui teknologi informasi yang di 

sambungkan dengan internet. Transaksi Online sekarang dijadikan metode jual-

beli yang sering dilakukan oleh masyarakat di era digital saat ini.1 

Faktor yang meningkatkan pelaku usaha melakukan transaksi online yaitu 

biaya pemasaran dan biaya distribusi yang digunakan lebih sedikit dari pada biaya 

jual-beli tatap muka karena hanya membutuhkan modal lebih sedikit dalam 

menjalankan bisnis transaksi tersebut. Sedangkan faktor mendorong konsumen 

bertransaksi online yaitu lebih mudah, menghemat waktu, hemat biaya. Seperti 

mudah dalam memilih beragam barang yang diinginkan serta konsumen tidak 

mengeluarkan biaya transportasi menuju toko yang akan dipilih serta menghemat 

waktu. Melalui transaksi online konsumen dapat memilih barang kebutuhan 

dengan mudah, membandingkan harga yang lebih murah dan membandingkan 

kualitas. Hal ini lebih praktis karena hanya dengan melakukan pencarian pada,

 
1 Rifan Adi Nugraha, “perlindungan hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online”, 

terdapat dalam https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-

dalam-transaksi-online diakses terakhir tanggal 13 November 2022 pukul 15.00 

https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online
https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online
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internet sehingga akan muncul penawaran-penawaran barang kebutuhan, 

konsumen hanya memilih pilihan barang serta sudah disediakan informasi harga, 

kualitas dan spesifikasi barang. Hal ini juga mempermudah untuk 

membandingkan barang yang akan dibeli.2 

Pemanfaatan teknologi internet tidak hanya terdapat kelebihan namun juga 

terdapat kekurangan. Kekurangan dalam transaksi online yaitu dapat 

mengakibatkan dampak negatif pada konsumen karena konsumen yang tidak 

bertemu langsung dengan pelaku usaha serta tidak saling mengenal dan hanya 

dilakukan atas dasar kepercayaan memungkinkan konsumen dirugikan oleh 

pelaku usaha yang tidak jujur.3 

Meningkatnya kelemahan konsumen akibat teknologi yang semakin maju 

dalam hal pemasaran mengakibatkan konsumen bingung dalam menentukan 

pilihan. Sehingga memperlemah konsumen dan akhirnya pelaku usaha 

memanfaatkan situasi secara tidak wajar.4 

Konsumen menganut teori let the buyer beware yang menyatakan bahwa 

posisi pelaku usaha dan konsumen itu seimbang. Sehingga menurut teori tersebut 

tidak perlu adanya regulasi yang melindungi kepentingan konsumen. Konsumen 

hanya perlu berhati-hati dalam menentukan pilihan transaksinya.5 Indonesia 

secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang/atau 

 
2 Ibid 

 
3 ibid 
4 NHT Siahaan, hukum konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, PT 

Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 14. 

 
5 ibid 
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jasa yang ada di masyarakat. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 

1999 selanjutnya akan disingkat menjadi UUPK, tujuan perlindungan konsumen 

yaitu salah satunya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi, namun bagaimana jika tujuan tersebut dilanggar oleh 

pihak pelaku usaha. 

Praktiknya sering sekali terjadi dalam transaksi online, hak atas informasi 

konsumen tidak terpenuhi. Konsumen ketika melakukan transaksi online tidak 

informasi terbuka dan sebenar-benarnya mengenai barang yang diperdagangkan. 

Mengakibatkan timbul permasalahan dalam transaksi online, seperti iklan yang 

tidak sesuai dengan nyatanya, barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah 

dijanjikan dan tidak adanya kebijakan pelaku usaha dalam memberikan informasi 

yang benar serta ganti kerugian kepada konsumen.  

Teori mengatakan bahwa posisi antara pelaku usaha dan konsumen setara, 

praktiknya konsumen sering dirugikan karena kurang mendapatkan informasi 

yang jujur mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini diakibatkan 

pelaku usaha ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak jujur dalam 

memberikan informasi terkait barang atau jasa. Nyatanya tidak adil bagi 
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konsumen jika konsumen di salahkan karena kurang kehati-hatian serta tidak 

adanya hak untuk menuntut ganti kerugian.6 

Hak atas informasi dalam jual beli secara online selain diatur dalam 

undang-undang tentang perlindungan konsumen juga diatur dalam undang-undang 

tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan pasal 9 undang-undang 

No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa 

“pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus 

menyediakan informasi yang lengkap dan benar dengan syarat kontrak, produsen, 

dan produk yang ditawarkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui 

bahwa memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur merupakan kewajiban 

yang harus diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. 

Menurut pendapat peneliti penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen 

dalam hal informasi disebabkan karena pelaku usaha tidak sengaja memberikan 

informasi yang kurang jelas karena kurangnya pengetahuan bahwa pentingnya 

informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha 

dengan sengaja memberikan informasi yang tidak sesuai nyatanya demi 

keuntungan sendiri. Apalagi dalam transaksi online kedua bela pihak melakukan 

transaksi secara tidak langsung sehingga kemungkinan besar untuk memberikan 

informasi yang tidak jelas sangat mudah. 

Pelaku usaha dalam hal menawarkan produknya dengan cara memberikan 

informasi yang semenarik mungkin kepada calon konsumen di situs online 

 
6 ibid 
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penjualannya sedangkan informasi yang tertera pada iklan dengan kenyataannya 

tidak sesuai. Misalkan pembelian pakaian secara online, dalam iklannya 

dijelaskan bahwa foto yang di iklan merupakan foto dari produk aslinya serta 

keterangan mengenai bahan dari pakaian tersebut dan kondisinya. Akan tetapi 

pada saat barang diterima oleh konsumen, kondisinya tidak sesuai dengan yang 

ada di iklan tersebut. 

Dari penjelasan di atas bahwa pelaku usaha tidak menjalankan 

kewajibannya yang diatur dalam pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen, 

pelaku usaha dalam transaksi wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai kondisi barang yang senyatanya serta wajib menjelaskan cara 

penggunaan, cara perbaikan dan cara pemeliharaan. Atas pengabaian kewajiban 

pelaku usaha maka konsumen mengalami kerugian materiil dan kerugian non-

materiil. Seperti konsumen merasa telah ditipu oleh produsen karena informasi 

yang ada di iklan tidak sesuai dengan kenyataan, dalam praktiknya pelaku usaha 

menolak untuk menggantikan kerugian konsumen. 

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur kepentingan konsumen namun 

belum menjamin terlaksananya kebijakan tersebut akibat salah satu pihak melepas 

tanggung jawab, kenyataan yang terjadi sangat sulit menghindari serta 

menyelesaikan permasalahan mengenai transaksi online. 

 Sehubungan dengan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 
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 “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI DALAM 

TRANSAKSI ONLINE”. Sebagai suatu persyaratan untuk menjadi sarjana 

hukum di fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang. 

B. PERMASALAHAN 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi 

dalam transaksi jual beli online? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian 

hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli 

online yang merugikan konsumen ? 

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

1. Ruang lingkup  

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, maka dalam skripsi ini 

penulis memberi batasan pada pembahasan tentang perlindungan hukum 

bagi konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli online dan 

pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas 

pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli online yang 

merugikan konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan akan 

membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini.  

2.  tujuan penelitian 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen 

atas hak informasi dalam transaksi jual beli online. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha dan 

penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam 

transaksi jual beli online yang merugikan konsumen. 

D. KERANGKA KONSEPTUAL 

 Dalam penulisan ini, kerangka atau dasar pemikiran dalam menyusun ini 

juga digunakan dalam menentukan tujuan penelitian, yang dimaksud tersebut 

ialah:  

1. Perlindungan hukum  

 Perlindungan hukum adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  

martabat,  serta pengakuan terhadap  hak-hak  asasi  manusia  yang  

dimiliki oleh subyek  hukum berdasarkan   ketentuan   hukum   dari   

ke sewenangan   atau   sebagai   kumpulan peraturan atau kaidah yang 

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.7 

2. Konsumen  

 Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) undang-undang 

perlindungan konsumen adalah masyarakat yang menggunakan 

barang/jasa yang digunakan untuk diri sendiri, pihak lain maupun 

makhluk hidup lain dan barang tersebut tidak untuk diperdagangkan 

 
7 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Surabaya;Bina Ilmu, 

1983), hlm.38 
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kembali. Konsumen haruslah dilindungi oleh regulasi perlindungan 

hukum sebab hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha.  

3. Produsen dan pelaku usaha 

 Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang 

perlindungan konsumen nomor 9 tahun 1998 adalah “orang 

perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di wilayah negara 

republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

didasarkan oleh perjanjian terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha di 

bidang ekonomi”. 

Pelaku usaha meliputi pihak pembuat, penghasil barang atau jasa 

dan pihak yang mengedarkan, menyampaikan, menyebarkan barang 

atau jasa tersebut ke masyarakat. Berkaitan dengan perlindungan 

konsumen, produsen atau pelaku usaha jika diartikan secara luas 

adalah para pihak yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil 

Industry pangan hingga sampai ke pihak konsumen.8 

4. Perjanjian jual-beli  

Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta 

benda antar dua pihak yang melakukan perjanjian sehingga para pihak 

wajib melaksanakan janji tersebut jika salah satu pihak tidak memenuhi 

 
8 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 13. 
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janji maka pihak lain berhak untuk menuntut ganti kerugian.9 Pengertian 

perjanjian menurut para ahli Subekti yaitu suatu peristiwa pihak satu 

mengikatkan janji kepada pihak lainnya atau dimanah kedua pihak saling 

melakukan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal.10 Pengertian jual beli 

dalam pasal 1457 KUH-perdata adalah suatu peristiwa para pihak 

membuat perjanjian untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain 

wajib membayar harga atas barang yang dijanjikan. Perjanjian jual beli 

akan sah jika para pihak yang berjanji wajib melaksanakan syarat sah 

perjanjian jual-beli. Syarat sah perjanjian yaitu:11 

a. Kesepakatan para pihak; 

b. Kecakapan para pihak; 

c. Objek yang dijanjikan; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Secara etimologis, jual beli diartikan sebagai menukar harta 

dengan harta lainnya. Sedangkan secara terminologi, jual beli dimaknai 

sebagai transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Jual 

beli menjadi bagian terpenting dalam kegiatan usaha perekonomian karena 

langsung berhubungan dengan konsumen. Prof. R. Subekti berpendapat 

jual beli yaitu perjanjian saling memberi atau perjanjian saling 

 
9 J. Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1992, hlm. 146. 

 
10 Wirjono prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 4.  

 
11 Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce. Studi sistem keamanan Dan 

Hukum Di indonesia, pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.2. 
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menguntungkan dimanah pelaku usaha wajib memberikan hak milik atas 

barang atau jasa sedangkan konsumen wajib membayar pembayaran uang 

sebagai nilai tukar atas barang atau jasa.12 

5. Produk 

Produk adalah objek barang yang diperjualbelikan serta merupakan 

objek di dalam sengketa perlindungan konsumen. Produk meliputi barang 

dan atau jasa. Pengertian barang menurut pasal 1 angka (4) undang-

undang perlindungan konsumen adalah setiap benda baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak, dapat dihabiskan, 

maupun tidak, yang dapat dinikmati dari kegunaan barang atau jasa. Jasa 

adalah setiap layanan yang diberikan oleh pelaku usaha yang berbentuk 

pekerjaan prestasi disediakan untuk masyarakat yang bermanfaat oleh 

konsumen.  

6. Pertanggungjawaban 

Pasal 1365 KUH-perdata bahwa setiap perbuatan yang melanggar 

hukum dan mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian maka pihak 

tersebut berkewajiban untuk memenuhi ganti kerugian atas kerugian pihak 

tersebut. Pasal 1365 KUH-perdata, perbuatan melanggar hukum tersebut 

adalah perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian 

kepada orang lain, dan orang yang menimbulkan kerugian tersebut wajib 

memenuhi ganti kerugian. 

 
12 Subekti, op. cit, hlm. 20 
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7. Jual beli Online 

Pengertian transaksi menurut KBBI yaitu persetujuan jual beli 

(dalam perdagangan) antara dua bela pihak. Sedangkan pengertian Online 

dalam jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk 

melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan 

diperjualbelikan.13 Sehingga transaksi online adalah kegiatan jual beli 

barang dan/atau jasa di bidang perdagangan yang dilakukan antara dua 

belah pihak menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan 

upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Transaksi 

online dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui media elektronik 

sehingga kesepakatan jual-beli dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa 

bertatap muka. Sedangkan pembayaran tidak dilakukan secara langsung 

melainkan dilakukan dengan cara metode transfer antar-bank dan barang 

hasil transaksi itu dilakukan dengan cara mengirim melalui jasa 

pengantaran paket. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian  

 Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif. Menurut Surjono Soekanto, yaitu penelitian 

hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 

 
13 Joko Salim, step by step Online, PT Meida komputindo, Jakarta, 2009, hlm.2. 
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bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.14 

2. Sumber data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku, 

makalah, jurnal, dan referensi-referensi lain yang terkait dengan 

perlindungan konsumen. 

3. Teknik pengambilan data  

a. studi kepustakaan (Library research) yaitu mempelajari dan 

menganalisis secara sistematika buku-buku, karya ilmiah, jurnal tesis, 

disertasi yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian.  

b. Studi Dokumen yaitu menganalisis dokumen-dokumen resmi yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

c. Wawancara, kegiatan untuk memperoleh data secara langsung dan 

bertatap muka dengan narasumber. Cara ini dilakukan untuk 

memperkuat argumen serta data yang akan diolah.  

 

4. Analisis data 

 Data yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan metode kualitatif dan dihubungkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 
14 Soerjono Soekanto & Sri Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu Tujuan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1. 
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F. SISTEMATIKA PENELITIAN 

 secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-

masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian sesuai dengan kepentingan 

penulisan, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang penulisan, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjelaskan untuk lebih memahami dan 

mengerti tentang konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha, dan pemenuhan hak atas informasi 

bagi konsumen 

BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan secara jelas perlindungan 

hukum bagi konsumen atas hak informasi dalam transaksi jual beli 

online dan pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian 

hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam transaksi jual beli 

online yang merugikan konsumen.     

BAB IV PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari bab-

bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin 
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berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan 

skripsi ini 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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